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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama

kesulitan ada kemudahan.” (QR. Al-Insyirah : 5-6)

“ Laa Tahzan, InnAllaha ma’ana (Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama

kita).”
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◌ Terima kasih kepada Ayah (Wahyudi) dan Ibu (Liza), kedua orang tua

atas dukungan, do’a, harapan, didikan, pandangan, kehidupan, dan semua

hal yang membentuk diriku hingga sekarang ini..

◌ Terima kasih kepada keluarga besarku yang tidak bisa aku tuliskan setiap

namanya.

◌ Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan
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ABSTRAK

Okta Yureza

4011411081

PROSEDUR PENANGKAPAN TERDUGA TERORIS OLEH
DETASEMEN KHUSUS 88 DITINJAU DARI ASAS

PRADUGA TAK BERSALAH

Skripsi,Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci : Prosedur, Penangkapan, Terorisme, Penerapan, Asas Praduga

Tak Bersalah.

Prosedur penangkapan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan diatur secara khusus dalam Peraturan
Kepala Kepolisian No. 23 Tahun 2013 yang menjalankan Undang-Undang No. 5
Tahun 2018  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Detasemen 88
dalam melakukan penangkapan terduga teroris terdapat pertentangan antara legal
konsep antara KUHAP dan PERKAP.  prosedur perkap yang dijalankan oleh
densus 88 harus tetap terikat KUHAP akan tetapi ketika densus 88 dihadapkan
oleh Prinsip Proporsional jika terdapat ancaman yang menjadi lebih
mementingkan perkap dari pada aturan di dalam KUHAP apalagi didalam perkap
terdapat pembolehan pelumpuhan tersangka yang merupakan pertentangan
terhadap asas praduga tak bersalah,Rumusan masalah berdasarkan penjelasan
diatas kemudian saya sebagai peneliti ingin melihat sejauh mana adanya dua
legalitas ini apakah singkron atau malah membuat tidak efektifnya penegakakan
hukum terkait legalitas ini, dan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan
densus 88 mengabaikan praduga tak bersalah, Penelitian ini menggunakan
penelitian yuridis-normatif.Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka, dimana objek kajian penelitian hukum normatif ini adalah penelitian
terhadap asas-asas hukum, pengaturan standar operasional prosedur penangkapan
terduga teroris. Hasil penelitian densus 88 dihadapkan dengan sebuah ancaman
prosedur dalam PERKAP menjadi tidak normal dan malah menjadi prosedur yang
mengenyampingkan KUHAP, beberapa faktor-faktor yang menyebabkabkan
penerapan asas praduga tak bersalah tidak bisa digunakan yaitu pada tahap
penangkapan sering terjadi perlawanan dari tersangka yang dipandang dapat
membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum atau masyarakat disekitarnya,
masih adanya penegak hukum yang kurang profesional, lembaga pengawas
Densus 88 oleh DPR yang belum terbentuk
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ABSTRACT

Okta Yureza

4011411081

ARREST PROCEDURE SUSPECT BY DETACHMENT 88 REVIEWED
FROM THE PRESUMPTION OF INNOCENCE

ThesisFaculty of law2018

Keywords : procedure, arrest, terrorism, application, presumption of innocence.

The procedure for arresting suspected terrorism crimes is regulated in the
Criminal Procedure Code and specifically regulated in Regulation No. Police
Chief. 23 of 2013 which carries out Law No. 5 of 2018 concerning the
Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Detachment 88 in carrying out arrests
of suspected terrorists has a conflict between legal concepts between criminal
procedure law and Police Regulation. the percaption procedure carried out by the
Densus 88 must remain bound by the Criminal Procedure Code but when the
Densus 88 is confronted by the Proportional Principle if there is a threat that
becomes more perceptive than the rules in the Criminal Procedure Code,
especially in percaption there is acquisition of suspect paralysis which is a
conflict with the presumption of innocence. Problem formulation based on the
explanation above then I as a researcher want to see to what extent these two
legalities are whether synchron or even ineffectively enforce the law regarding
this legality, and to find out the factors that cause 88 densuses to ignore
presumption of innocence, this study uses juridical-normative research . This
research was conducted by examining library materials, where the object of this
normative legal research study was a study of legal principles, standard
operational arrangements for arresting suspected terrorist procedures. The
results of the Densus 88 study were faced with a threat of procedure in Police
Regulation to be abnormal and instead a procedure that excluded the Criminal
Procedure Code, several factors which caused the application of the presumption
of innocence principles that could not be used, namely at the arrest stage there
was often resistance from suspects who were considered to endanger safety the
soul of law enforcers or the surrounding community, there is still a lack of
professional law enforcement, the Densus 88 supervisory institution by the
Legislative Assembly that has not yet been formed.
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